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MOTTO 

 

            

Artinya: karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,. 

(Alam-Nasyrah : 5) 

 

“Kamu tidak akan pernah tau seberapa besar kemampuan kamu sebelum kamu 

mencobanya” 

(Dewi Astuti) 
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ABSTRAK 

 

Tijauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling 

Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Oleh 

: Dewi Astuti, NIM : 1516120043, Pembimbing I : Drs.H. Supardi, M.Ag. dan 

Pembimbing II : Rohmadi, MA. 

Tujuan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu untuk mengetahui mekanisme 

operasional dalam Koperasi Keliling, untuk mengetahui pemahaman masyarakat 

Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan untuk mengetahui 

tinjauan hukum islam terhadap pemahaman tentang Koperasi Keliling Masyarakat 

Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 

dokumetasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) mekanisme 

operasional Koperasi Keliling adalah: a. syarat peminjaman adalah, nasabah harus 

memiliki usaha, fotokopi KTP, buku nikah dan untuk peminjaman bisa berupa 

berupa surat tanah atau yang sebanding dengan pinjaman tersebut. b. sistem 

pengembalian uangnya adalah dengan cara dicicil dengan ditagih setiap hari 

selama 30x (satu bulan) dan untuk nasabah lama dan peminjaman besar diberikan 

keringanan yaitu 40x angsuran. 2) pemahaman masyarakat disini yaitu mengenai 

bunga dan cicilan, perbedaan Koperasi Keliling dengan Koperasi Pada umumnya, 

dan alasan masyarakat memilih meminjam uang di Koperasi Keliling. 3) Tijauan 

Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa 

Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yaitu tidak berjalan sesuai 

dengan Syari’at Islam. Karena di dalam pengembalian uang terdapat bunga yang 

besar yaitu 20%, hal ini tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan dalam Islam. 

Kata Kunci: Koperasi Keliling, Hukum Islam 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The Promotion of Islamic Law Against Understanding About 
the Cooperative Community of Riak Siabun Village, Sukaraja 
District, Seluma District By: Dewi Astuti, NIM: 1516120043, 
Advisor I: Drs.H. Supardi, M.Ag. and Advisor II: Rohmadi, 
MA. 
 
The objectives in this study are 3 (three), namely to find out the 
operational mechanism in the Cooperative Cooperative, to find 
out the understanding of the people of Riak Siabun Village, 
Sukaraja District, Seluma District, and to find out an Islamic 
legal review of the understanding of the Riak Siabun Village 
Community Cooperative in Seluma District. This type of 
research is field research using a descriptive qualitative 
approach. Then the data sources used are primary data and 
secondary data, with data collection techniques through 
interviews and documentation. Based on the results of the 
study it can be concluded that: 1) the operational mechanism of 
the Cooperative Cooperative is: a. lending requirements are, the 
customer must have a business, a photocopy of KTP, marriage 
book and for borrowing it can be in the form of land certificates 
or comparable to the loan. b. the refund system is to be repaid 
in installments every day for 30x (one month) and for old 
customers and large loans given a relief of 40x installments. 2) 
community understanding here is about interest and 
installments, the difference between mobile cooperatives and 
cooperatives in general, and the reasons people choose to 
borrow money from mobile cooperatives. 3) Islamic Law Goals 
Against Understanding About the Community Cooperative 
Riak Siabun Village Sukaraja District Seluma Regency that is 
not running in accordance with Islamic Sharia. Because in the 
return of money there is a large interest of 20%, this is not 
permitted and is not justified in Islam. 
 
Keywords: mobile cooperative, Islamic law 



 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai hamba Allah, keberadaannya di muka bumi dalam 

melangsungkan kehidupan tidak bisa secara individu atau sendiri-sendiri. 

Sebagai mahluk sosial, maka manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang 

lainnya. Saling memeberi, saling menerima, saling ketergantungan serta turut 

andil pada orang lain dan saling bermuamalah. Sebagaimana diungkapkan 

oleh seorang ahli fikir kebangsaan yunani yang bernama Aristoteles bahwa 

manusia adalah zoonpoliticon, “artinya manusia itu sebagai makhluk sosial 

pada dasarnya selalu ingin dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.”
1
 

Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mungkin 

dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, ini 

merupakan sifat dan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta saja, 

melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang 

disebut dengan muamalah. Sebagaimana diketahui, bahwa perkembangan dan 

peradaban manusia telah berkembang dengan begitu cepatnya. Dengan 

teknologi dan segala jenis kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. 

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi mendorong semakin pesat pula 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta tututan yang lainnya seperti 

untuk pendidikan, kebutuhan politik sosial serta kebutuhan material lannya. 

                                                           
1
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2008)  

h.29 
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Berbagai macam tata cara yang dilakukan dengan bermuamalah, seperti jual 

beli, tukar menukar, perjanjian gadai, sewa-menyewa dan lembaga 

peminjaman uang lainnya seperti bank ataupun koperasi, ini merupakan 

perwujudan rasa hidup bersama dalam menjalin hubungan yang penuh kasih 

dan sayang serta saling tolong menolong.  

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi 

berdasarkan tolong-menolong. Koperasi merupakan tumpuan harapan bagi 

mereka yang lemah ekonominya, yang menyebabkan timbulnya dua percaya 

diri sendiri. Maka didorong oleh rasa keinginan memberi jasa kepada kawan, 

seorang buat semua dan semua buat seorang.
2
 

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam 

bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan 

tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi 

yang umumnya di derita oleh mereka. Di Eropa, seperti misalnya di Jerman, 

orang-orang mengatakan bahwa koperasi merupakan KINDER DER NOT 

yang maksudnya “anak yang lahir dari kesengsaraan” hal ini mengandung arti 

bahwa dalam suatu masyarakat di mana para anggotanya berkeadaan 

ekonomi lemah, maka koperasi mempunyai peranan yang penting untuk 

mengatasi/menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonominya.
3
 

                                                           
2
Rivasi Wira Sasmita., N. Kusno HS., Erna Herlinawati Y, Manajemen Koperasi,(Bandung: 

Poinerjaya, 1990) h.5 
3
G. Kartasapoerta et al.,KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h.1 



 
 

 

 

1. Pada pertengahan abad ke-19 di Jerman dibentuk koperasi simpan-pinjam 

(kredit), bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan para petani dan 

buruh kecil. 

2. Dalam perkiraan waktu yang sama, di Inggris (rochdale) dibentuk koperasi 

konsumsi (Charles Howart). Bertujuan untuk memperbaiki tingkat para 

buruh yang bekerja di pabrik planel. 

3. Dan selanjutnya berbagai bentuk koperasi lahir di Perancis Belanda, 

Denmark dan beberapa negara lainnya di Eropa dengan tujuan yang sama, 

yaitu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya yang 

berekonomi lemah. Koperasi, selanjutnya berkembang di beberapa negara 

di Asia dan bahkan Amerika, karena di Amerika tidak semuanya tergolong 

masyarakat yang berekonomi kuat.
4
 

Koperasi indonesia menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 

tentang pokok-pokok perkoperasian, yaitu: 

“koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang, dan badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan” (pasal 3 UU No.12/1967).
5
 

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 bagian 2 pasal 4, fungsi 

koperasi indonesia adalah: 

1. Koperasi indonesia sebagai alat penunjang ekonomi untuk mempertinggi 

kesejahteraan rakyat. 

                                                           
4
G. Kartasapoerta et al., KOPERASI INDONESIA Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, (Jakarta: PT Rineka Cipta, tahun 2001) h.1 
5
G. Kartasapoerta et al.,KOPERASI INDONESIA…, h.3 



 
 

 

 

2. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi 

nasional. 

3. Koperasi indonesia berfungsi sebagai salah satu nadi perekonomian 

bangsa indonesia. 

4. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk 

memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam 

mengatur tata laksana perekonomian rakyat.
6
 

Menurut pasal 5, bagian 3 UU No.12 tahun 1967 azas koperasi 

indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan azas 

kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani 

manusia untuk mengerjakan segala susuatu dalam koperasi oleh semua untuk 

semua, bahwa pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas 

dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan 

bersama. Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa pada koperasi 

tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan 

tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini 

bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing 

berat sama dipikul.
7
 

Sendi-sendi koperasi indonesia menurut undang-undang ini pada pasal 

6 bagian 4 adalah: 

1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara 

indonesia. 

                                                           
6
G. Kartasapoerta et al., KOPERASI INDONESIA…, h.8 

7
G. Kartasapoerta et al., KOPERASI INDONESIA …, h.17-18 



 
 

 

 

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pencerminan dalam 

koperasi. 

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. 

4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dn masyarakat pada 

umumnya. 

6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka 

7. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dripada prinsip 

dasar yaitu percaya pada diri sendiri.
8
 

Pendirian lembaga koperasi, cukup sederhana yaitu cukup dengan 

minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian 

didaftarkan di kanwil departemen koperasi setempat untuk mendapat 

pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus 

mangangkat pengurus dan pengawas.
9
 

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul 

Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua 

fungsi utama, yaitu ; 

Baitul Tamwil (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong 

                                                           
8
G. Kartasapoerta et al., KOPERASI INDONESIA h. 19-20 

9
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakaerta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005) h. 273-274 



 
 

 

 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul 

mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta 

mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang 

isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain 

itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan 

sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.
10

 

                       

             
  Artinya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-nya 

.”(QS Al-maidah:2) 

 

Berdasarkan penjelasan Dr. B. D. Ahmad dalam risalah beliau “the 

economics” muka 3 yang artinya: interest/bunga uang, sebagai 

pensejahteraan yang berasal dari kapitalisme adalah umumnya dilarang oleh 

islam.
11

 Riba dalam praktik keuangan identik dengan bunga sehingga 
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hukumnya haram. Lingkup keharaman system bunga tersebut berlaku untuk 

semua lembaga keuangan konvensional, termasuk koperasi yang melakukan 

jasa simpan pinjam.  

Adapun dalil Al-Qur’an, firman Allah pada (QS. Al-baqarah (2): 275-

276) 

                           

                               

                         

             
 

Artinya: 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya 

kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan 

menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa”
12

 

 

Firman Allah lagi dalam (QS. Al-baqarah (2): 278-279) 

                            

                          

                   
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu 

tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak menganiaya dan tidak dianiaya” 

 

Bunga dalam hukum islam terdiri dari dua jenis yaitu riba nasiah (riba 

utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko 

dan hasil usaha yang muncul bersama biaya) dan riba fadl yaitu riba yang 

timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara 

kualitas, kuantitas, dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. maka 

bunga koperasi keliling ini termasuk dalam jenis riba nasi’ah yang pada 

zaman rasulullah dikenal dengan riba jahilyah.
13

 Pelarang riba sudah terjadi 

sejak Allah menurunkan syari’atnya di muka bumi ini, nabi-nabi yang pernah 

diutus tidak pernah lepas dari usaha menghapus sistem riba dalam 

perekonomian dalam masyarakat. 

Dewasa ini, di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Desa Riak 

Siabun, yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yaitu system koperasi 

yang disebut dengan koperasi keliling, yaitu suatu wadah peminjaman uang 

untuk membantu usaha menengah ke bawah.
14

 Dengan tata cara 

pelaksanaannya yang tersendiri. Di mana mereka mempunyai modal yang 

besar, dengan cara uang tersebut dipinjamkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Koperasi keliling ini system pinjaman uangnya sangat mudah 

dan dijamin cepat cair, untuk pinjaman 2 juta kebawah cukup dengan bukti 
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fotokopi KTP, untuk pinjaman 2 juta ke atas ada yang meminta jaminan buku 

nikah dan ada juga yang meminta jaminan seperti sertifikat maka dana yang 

anda ajukan akan segera cair hari itu juga, paling lambat 1 atau 2 hari. 

Pinjaman paling besar tidak ada batasannya sedangkan pinjaman paling 

rendah ialah sebesar 100 ribu rupiah, tergantung pada pihak koperasi 

menyanggupi mencairkan berapa sesuai dengan analisisnya terhadap usaha si 

peminjam dan kepercayaan pihak koperasi si nasabah mampu atau tidak 

menangsur cicilan per harinya, karena sasaran dari koperasi keliling ini 

biasanya adalah oarang-orang yang memiliki usaha seperti warung-warung 

kecil, pedagang asongan dan sebagainya. koperasi keliling ini pembayarannya 

sesuai yang ditetapkan yaitu sebanyak 30 kali angsuran dan penagihannya 

yaitu setiap hari 
15

 

Menurut Sahdam selaku pimpinan koperasi Sriwijaya cabang Bengkulu 

sejauh pengetahuannya beliau mengatakan beberapa nama-nama koperasi 

keliling yang beroprasi di wilayah Desa Riak Siabun: 

1. Sriwijaya 

2. Ramora 

3. RMJ (rezeki mandiri jaya) 

4. Kasero(koperasi rezeki roramro) 

5. Bringin 

6. Maduma
16

 

                                                           
15

Sahdam, Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu,  wawancara, hari Jum’at 15 

Februari 2019 
16

Sahdam, Pemimpin Koperasi Sriwijaya Cabang Bengkulu,  wawancara, Jum’at 15 

Februari 2019 



 
 

 

 

Menurut Miki Agustian, sebagai pemilik dari Koperasi Miki Sejahtera 

menyatakan beberapa nama koperasi yang beroprasi di Desa Riak Siabun 

yang ia ketahui. 

1. Miki Sejahtera 

2. Maju Jaya 

3. Sumber Jaya 

4. Kodamce 

5. Karya Sampurna 

6. Sehati
17

 

Berdasarkan pemaparan nama-nama koperasi di atas, sebutan nama 

koperasi keliling ini hanyalah presepsi dari masyarakat saja, dikarenakan 

sangat banyak karyawan koperasi yang lewat mendatangi kerumah-rumah 

nasabah yang meminjam. Penyebutan nama koperasi keliling ini agar 

mempermudah masyarakat dalam menyebutnya, banyak dari masyarakat 

tidak mengetahui dari koperasi mana di tempat mereka meminjam uang 

tersebut.
18

 

Dengan peminjam paling sedikit 5 orang dan pada koperasi Sriwijaya 

teradapat 15 orang. Suku bunga koperasi keliling ini adalah berkisar 20% dari 

pijaman yang diterima + dengan biaya adminitrasi ketika pencairan + 

tabungan. 
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Contoh: 

Pinjaman 1 juta, potongan admin ketika pencairan (Rp.50.000) dan 

(Rp.50.000) untuk tabungan nasabah, hanya terima uang sebesar Rp.900.000. 

dengan cicilan sebesar 40.000 dalam jangka waktu 1 bulan. jadi total dalam 

30 hari anda membayar pinjaman sebesar Rp.1.200.000 

Merupakan bunga yang besar. Dalam penjelasan diatas yang 

menyatakan bahwa bunga/riba itu adalah dilarang, dan dalam koperasi 

keliling yang menerapkan bunga yang sangat besar yaitu berkisar 20%. justru 

makin pesat/banyak masyarakat yang meminjam uang pada koperasi keliling 

ini dan dengan banyaknya peminat dari koperasi keliling ini makin banyak 

pula kelompok koperasi baru yang mencul.  

Dengan adanya pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KOPERASI KELILING 

MASYARAKAT DESA RIAK SIABUN KECAMATAN SUKARAJA 

KABUPATEN SELUMA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah mekanisme oprasional pada Koperasi Keliling? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang Koperasi 

Keliling? 



 
 

 

 

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman tentang 

Koperasi Keliling masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme oprasional dalam Koperasi Keliling. 

2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang 

Koperasi Keliling. 

3. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman tentang 

koperasi keliling masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas maka manfaat dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber 

daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis 

kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian 

yang sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 



 
 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi insani akademik atau sebagai data dasar dan tolok ukur 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya sehingga dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang 

baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari 

penelitian terdahulu berupa skripsi. 

1. Skripsi yang disusun oleh Prio Suprapto, yang berjudul “tijauan hukum 

islam terhadap koperasi keliling studi kasus di Kecamatan Curup 

Kabupaten rejang lebong” tahun 1997. Hasil penelitian ini menjelaskan: 

a. Koperasi keliling yang sedang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat sekarang ini, di dalam prakteknya merupakan system riba 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami dan banyak masyarakat 

yang terperangkap ke dalam pinjaman system riba dan riba itu 

sedndiri hukumnya haram. 

b. System pelaksanaan koperasi keliling di lihat dari tata cara 

pelaksanaannya sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan pokok-

pokok perkoperasian menurut undang-undang no. 12 tahun 1967 



 
 

 

 

c. Pelaksanaan koperasi keliling di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang 

Lebong memakai system bunga (interest) yang cukup besar, menurut 

islam tergolong pada riba dan haram hukumnya.
19

 

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad khaironi, yang berjudul  

“pelaksanaan akad pembiayaan pada koperasi BMT Kube Sejahtera 006 

Sunda Kelapa ditinjau hukum ekonomi syari’ah” tahun 2017. Hasil 

penelitian ini menjelaskan: 

a. Pelaksanaa akad atau kontrak pembiayaan pada BMT Kube Sejahtera 

006 Sunda Kelapa Bengkulu Tengah menggunakan beberapa akad 

antara lain ada akad musyarakah, akad bai’ bitsaman ajil, dan akad 

qardulhasan, yang mana dari ketiga pembiayaan bai’ bitsaman ajil, 

dengan hasil yang ditetapkan diawal sesuai kesepakatan yaitu 2% dari 

pembiayaan yang diajukan, namun bagi hasil itu diturunkan menjadi 

1,7% sesuai kemampuan nasabah atau anggota koperasi namun tetap 

ditetapkan di awal dengan menamainya sebagai bagi hasil dari 

pembiayaan bai’ bitsaman ajil. Yang terpenting bagi BMT adalah 

kesepakatan dengan nasabah dan tidak memberatkan nasabah 

walaupun harus nego dengan nasabah mengenai bagi hasilnya dan 

tidak ada yang dirugikan. 

b. Sesuai akad/kontrak pembiayaan pertama yang dikaji akad 

pembiayaan tidak sesuai dengan tuntunan yang seharusnya memakai 

margin keuntangan tetapi menggunakan bagi hasli, pihak BMT masih 
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kurang teliti mengenai kontrak yang diadakan yang menemai kontrak 

dengan perjanjian jual beli namun isinya bagi hasil, misalnya akad 

bai’ bitsaman ajil atau akad jual beli tersebut, pelaksanaan akad 

tersebut mencapai kesepakatan di awal tetapi tidak mengikuti aturan 

akad yang berlaku. Akad pembiayaan yang terjadi di koperasi BMT 

Kube Sejahtera 006 Sunda Kelapa tidak sesuai dengan akad yang 

terjadi dengan pelaksanaan atau penerapannya.
20

 

3. Skripsi yang disusun oleh Marlius Putra, yang berjudul “tinjauan hukum 

islam terhadap pinjaman sistem promise pada koperasi” tahun 2001. 

Hasil penelitian ini menejalaskan: 

a. Sistem pinjaman dengan memakai promise pada koperasi ditetrapkan 

waktu pembayarannya selama 40 kali/hari dalam satu kali pinjaman. 

b. Pengembalian uang pinjaman sistem harian dengan memakai promise 

pada koperasi diberlakukan setiap hari kerja selama 40 kali 

pembayarannya/pelunasannya dengan suku bunga rata-rata 20% 

selama 40 kali 

c. Tijauan hukum islam terhadap sistem pinjaman promise pada koperasi 

ada dua pendapat: 

1) Boleh, dengan syarat jika mdigunakan untuk kepentingan 

produktif, karena antara pinjaman dengan pihak koperasi yang 

meminjamkan sama-sama mendapatkan keuntungan. 
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2) Tidak boleh, jika digunakan untuk kepentingan konsumtif, karena 

pinjaman itu tidak berkembang dan tidak menghasilkan apa-apa 

bagi pinjaman, sementara itu peminjam juga harus membayar 

bunganya.
21

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian Pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang 

mekanisme Koperasi Keliling, merupakan penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptip berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian 

yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.
22

 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma Kota Bengkulu. Adapun alasan penulis mengambil 

lokasi penelitian di Desa Riak Siabun karena banyak koperasi keliling 

yang masuk ke desa ini, karena inilah penulis mengambil daerah ini 

sebagai lokasi atau tempat penelitian 

3. Subjek (Informan Penelitian) 

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber  

data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan 
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adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah 

hanya mengambil beberapa sampel saja dikerenakan sulit untuk bertemu 

dengan informan yang lain. Yaitu pihak Koperasi Keliling dan 

masyarakat yang meminjam (nasabah). Koperasi yang diwawancarai yaitu 

sebanyak 4 Koperasi, sedangkan nasabahnya yaitu sebanyak 9 orang. 

4. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer dan 

sekunder: 

a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada masyarakat yang melaksanakan yang melakukan 

peminjaman ke koperasi keliling 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, 

serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian.
23

 

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik 

pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan 

dari sumber-sumber di atas adalah dengan wawancara, yaitu dengan tanya 

jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti 
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a. Wawancara 

Menurut Sutrisno Hadi (1989) wawncara adalah sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.
24

 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini 

penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait 

pada penelitian ini antara lain : masyarakat Desa Riak Siabun yang 

meminjam koperasi keliling. 

b. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah 

penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yan 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam masalah yang 

diteliti tentang Pemahaman masyarakat Desa Riak Siabun tentang 

mekanisme koperasi keliling. 

6. Teknik Pengelolaan Data 

Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data 

sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, 
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selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah 

dijawab  atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.  

Kemudian yang diperoleh di olah dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing (membenahi) adalah memeriksa atau meneliti data yang 

diperolah untuk menjamin apakah sudah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. 

b. Coding, yaitu mengategorikan data dengan cara memberikan kode-

kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperoleh pada daftar 

pertanyaan, dan pertanyaannya sendiri dengan maksud 

ditabulasikan.
25

 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti, maka analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang 

berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna 

dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-

tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang 

ditabulasikan dipersentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan 

wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut 

diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut 

dikelompokkan dalam bagian tertentu (Display data) dan disajikan dalam 

bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi 
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kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan 

dan terfokus pada refrensi terhadap fenomena yang hadir dalam 

penelitian.
26

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan 

menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu 

sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan Yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metedologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, Kajian Teori Mencangkup pengertian koperasi, koperasi 

menurut ahli, koperasi Indonesia, landasan dan asas koperasi, fungsi dan 

peran koperasi, tujuan kopeasi, ciri-ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, 

macam-macam koperasi, syarat pendirian koperasi, sumber dana koperasi, 

gagasan dan gerakan koperasi di Indonesia, BMT dan Pengertian Koperasi 

Keliling, serta visi misi Koperasi Keliling.  

Bab III, Gambaran umum objek penelitian berisi deskripsi wilayah 

penelitian, demografi, keadaan social penduduk, keadaan ekonomi penduduk, 

sejarah masuknya Koperasi keliling di Desa Riak Siabun. 

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan ini mencangkup hasil 

penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi 
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Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten 

Seluma. 

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran tentang Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling Masyarakat Desa 

Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 



 
 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Koperasi Secara Umum 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan 

ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi merupakan tumpuan 

harapan bagi mereka yang lemah ekonominya, yang menyebabkan 

timbulnya dua percaya diri sendiri. Maka didorong oleh rasa keinginan 

member jasa kepada kawan, seorang buat semua dan semua buat 

seorang.
27

 

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang 

dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap 

dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-

kesulitan ekonomi yang umumnya di derita oleh mereka. Di Eropa, 

seperti misalnya di Jerman, orang-orang mengatakan bahwa koperasi 

merupakan KINDER DER NOT yang maksudnya “anak yang lahir dari 

kesengsaraan” hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu masyarakat di 

mana para anggotanya berkeadaan ekonomi lemah, maka koperasi 

mempunyai peranan yang penting untuk mengatasi/menanggulangi 

kesulitan-kesulitan ekonominya.
28
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4. Pada pertengahan abad ke-19 di Jerman dibentuk koperasi simpan-

pinjam (kredit), bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan 

para petani dan buruh kecil. 

5. Dalam perkiraan waktu yang sama, di Inggris (rochdale) dibentuk 

koperasi konsumsi (Charles Howart). Bertujuan untuk memperbaiki 

tingkat para buruh yang bekerja di pabrik planel. 

6. Dan selanjutnya berbagai bentuk koperasi lahir di Perancis Belanda, 

Denmark dan beberapa negara lainnya di Eropa dengan tujuan yang 

sama, yaitu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup para 

anggotanya yang berekonomi lemah. Koperasi, selanjutnya 

berkembang di beberapa negara di Asia dan bahkan Amerika, 

karena di Amerika tidak semuanya tergolong masyarakat yang 

berekonomi kuat.
29

 

2. Definisi Koperasi Menurut Ahli 

Berikut beberapa pengertian koperasi menurut ahli: 

a. Muhammad Hatta (1994): koperasi didirikan sebagai persekutuan 

kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai 

keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah 

yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan 

keuntungan. 

b. ILO (dikutip oleh edilius & sudarsono, 1993): koperassi ialah suatu 

kumpulan orang, biasanya yang memliki kemmapuan ekonomi 
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terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang 

diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan 

yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia 

menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan 

usaha yang mereka lakukan. 

c. Dr. G. Mladenata, di dalam bukunya “Histoire Desdactrines 

Coorperative” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas 

produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk 

mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara 

kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan 

sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.
30

 

3. Koperasi Indonesia 

Koperasi indonesia menurut undang-undang nomor 12 tahun 1967 

tentang pokok-pokok perkoperasian, yaitu: 

“koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang 

berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, dan badan-badan hukum 

koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan” (pasal 3 UU No.12/1967).
31

 

Menurut pasal 5, bagian 3 UU No.12 tahun 1967 azas koperasi 

indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan azas 

kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani 
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manusia untuk mengerjakan segala susuatu dalam koperasi oleh semua 

untuk semua, bahwa pimpinan pengurus serta pemilikan dari para 

anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban 

bagi kepentingan bersama. Dengan asas kegotongroyongan berarti bahwa 

pada koperasi tersebut telah terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat 

kerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang 

dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, 

ringan sama dijinjing berat sama dipikul.
32

 

Sendi-sendi koperasi indonesia menurut undang-undang ini pada 

pasal 6 bagian 4 adalah: 

8. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara 

indonesia. 

9. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pencerminan dalam 

koperasi. 

10. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing 

anggota.
33

 

11. Adanya pembatasan bunga atas modal. 

12. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dn masyarakat 

pada umumnya. 

13. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka 
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14. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan dripada 

prinsip dasar yaitu percaya pada diri sendiri.
34

 

Dasar-dasar koperasi indonesia 

a. Masuk dan berhenti menjadi anggota koperasi atas dasar sikarela 

b. Satu anggota satu hak suara 

c. Koperasi indonesia netral terhadap agama dan politik 

d. Pembeli dan penjual secara tunai 

e. Pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggotanya 

f. Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat 

g. Kualitas, ukuran dan timbangan serta takaran narang-barang 

koperasi harus dijamin 

h. Koperasi diurus dan dikemudikan oleh anggota-anggotanya sendiri 

i. Penyelenggaran pendidikan bagi anggota-anggota koperasi.
35

 

4. Landasan dan Asas Koperasi 

a. Landasan Koperasi 

Landasan koperasi indonesia merupakan pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan dan peran serta kedudukan koperasi terhadap 

pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam sistem perekonomian 

indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok 

perkoperasian, koperasi indonesia mempunyai landasan sebagai 

berikut: 
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1) Landasan idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan 

idiil koperasi indonesia ialah pancasila 

2) Landasan struktural, ialah Undang-Undang dasar 1945
36

 

b. Asas Koperasi 

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas 

koperasi ialah kekeluargaan. 

5. Fungsi dan Peran Kopearsi 

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1967 bagian 2 pasal 4, fungsi 

koperasi indonesia adalah: 

5. Koperasi indonesia sebagai alat penunjang ekonomi untuk 

mempertinggi kesejahteraan rakyat. 

6. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi 

nasional. 

7. Koperasi indonesia berfungsi sebagai salah satu nadi perekonomian 

bangsa indonesia. 

8. Koperasi indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat 

untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta 

bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.
37

 

Sejatinya, koperasi berperan menumbuhkan motif berusaha bagi 

anggotanya yang umumnya berada dalam skala usaha UMKM. Jika ini 

dapat dilakukan, maka berbagai bentuk distorsi pasar, seperti monopoli, 
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kelangkaan bahan baku, dan tingginya harga bahan baku dapat diatasi 

dengan melakukan akumulasi sebagai kekuatan anggota.
38

 

6. Tujuan Koperasi 

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, 

yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.”
39

 

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya 

meliputi 3 hal yaitu: 

a. Memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Merupakan 

wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesame yang menjadi 

kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditujukkan dengan sikap tolong-

menolong antaranggota guna menciptakan kekuatan ekonomi. 

b. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi 

penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjabatani 

berbagai kepentingan, baik social maupun ekonomi. 

c. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan perekat 

kepentingan ejonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai 

wadah untuk mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan 

guna menghadapi kekuatan capital. Kekuatan orang-orang yang 
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dimaksud adalah kekuatan social untuk tolong-menolong sehingga 

tercipta Negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera.
40

 

Agar tujuan koperasi dapat tercapai, maka dalam pengelolaan 

koperasi, selain memenuhi aspek social dengan menjadikan anggotanya 

sebagai kekuatan, koperasi juga harus menjalankan usaha riil sesuai 

dengan kondisi anggotanya. Dengan demikian, diharapkan kegiatan 

ekonomi yang dijalankan akan memberikan manfaat  langsung kepada 

anggota, baik sebagai pemilik maupun sebagai pemakai jasa koperasi. 

Jika ini terpenuhi, maka tahap berikutnya adalah aktualisasi tujuan utama 

kopersi, yaitu mensejahterakan masyarakat secara luas.
41

 

Jika koperasi beranggotakan individu-individu dengan latar 

belakang profesi yang berbeda, maka tujuan koperasi akan sulit dicapai. 

Hal ini dikarenakan tidak fokusnya usaha yang dijalankan kopersi 

sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan yang mampu 

diberikan kepada anggota. 

7. Ciri-Ciri dan Prinsip Koperasi 

Ciri-ciri koperasi adalah: 

a. Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok 

usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak 

pada kegiatan ekonomi yang sama. Sebagai contoh adalah Gabungan 

Koperasi Batik Indonesia (GKBI) 
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b. Motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong-menolong 

guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, 

terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar. 

c. Tujuan utama koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian 

anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor 

sebagaimana bentuk badan usaha lainnya seperti PT, CV, Firma, dll.
42

 

Sebagimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 25/1992 

prinsip koperasi adalah: 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebandingan dengan 

besaranya jasa usaha masing-masing anggota 

d. Pembagian balas jasa terbatas pada modal. 

e. Kemandirian
43

 

8. Macam-Macam Koperasi 

a. Koperasi Produksi atau Koperasi Penghasil 

Misalnya, kaum nelayan (pencari/penghasil ikan). Mereka dapat 

bersatu dan bekerja sama di dalam sebuah koperasi nelayan (koperasi 

penghasil ikan) untuk menjual hasil ikan mereka. Mereka dapat juga 

bekerja sama dalam pembelian barang-barang kebutuhan mereka 
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seperti jarring, tali-temali, kain layar, mesin atau motor kapal/perahu 

dan sebagainya.
44

 

b. Koperasi Pembelian 

Melakukan pembelian bersama untuk memperoleh barang-

barang dan alat-alat kebutuhan usaha.  

c. Kopersi Konsumsi 

Koperasi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan atau 

mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan 

anggotanya. 

d. Koperasi Penjualan 

Barang-barang yang dihasilkan oleh para produsen sejenis dapat 

dijual kepada sebuah koperasi usaha mereka bersama. Mereka 

menyerahkan barang-barang kerajinan yang mereka hasilkan kepada 

toko koperasi mereka. Toko kopersi itulah yang menjual barang hasil 

usaha mereka.
45

 

e. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi kredit sangat penting artinya, untuk mendampingi dan 

membantu koperasi-koperasi yang lainnya, terutama untuk 

memajukan dan mengembangkan usaha-usahanya. 

f. Koperasi Jasa 

Ialah kopersi yang bergerak di bidang jasa yang sering pula 

disebut dengan koperasi jasa. Macam atau jenis kopersi ini dapat kita 

                                                           
44

 Hendar, Ekonomi Koperasi (Jakarta: FE-UI, 2002) h.11 
45

 Djoko Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, 

(Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET, 2012) h.4 



 
 

 

 

jumpai antara lain pada yang memberikan jasa angkutan di air atau di 

darat.
46

 

9. Syarat Pendirian dan Sumber Dana Koperasi 

a. Pendirian lembaga koperasi sukup sederhana yaitu cukup dengan 

minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, 

kemudian didaftarkan di kanwil Departemen Koperasi setempat untuk 

mendapatkan pengesahan. Dalam susunan organisasi koperasi rapat 

pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan 

sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi  

b. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan 

koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya. Secara 

umum sumber dana koperasi adalah: 

1) Dari para anggota koperasi, berupa: 

a) Iuran wajib 

b) Iuran pokok 

c) Iuran sukarela 

2) Dari luar kopersi 

a) Badan pemerintah 

b) Perbankan 

c) Lembaga swasta lainnya
47
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10. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Indonesia 

Sejarah lahirnya kopersi di Indonesia dipelopori oleh seorang patih 

di Karesidenan Purwokerto yang bernama Raden Aria Wiriaatmadja pada 

tanggal 16 Desember 1895 dengan merintis pendirian suatu bank 

simpanan (Hulp en Spaarbank), yaitu De Purwokertosche Hulp en 

spaarbank der Irlansdche (Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto).
48

 

Pendirian bank ini adalah untuk menolong pada pegawai negeri yang 

terjerat utang dari kaum lintah darat. Usaha Raden Aria ini mendapat 

dukungan dari seorang asisten residen Belanda yang bertugas di 

Purwokerto, yaitu E. Sieburgh.pada tahun 1898, ide Raden Aria ini 

diperluas oleh De Wolff van Westerrode sebagai pengganti E. sieburgh. 

Bank tersebut dalam perjalanannya tidak hanya membantu pegawai negeri 

saja, tetapi juga petani dan pedagang kecil. 

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Nasional pada tahun 1908, 

gerakan Boedi Oetomo kembali mencoba memajukan koperasi melalui 

koperasi rumah tangga dan kopersi took, yang kemudian menjadi koperasi 

konsumsi, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi 

batik. Gerakan yang dilakukan oleh Boedi Oetomo tersebut diperkuat oleh 

serikat Islam dengan melahirkan koperasi pertama di Indonesia, bersaman 

dengan lahirnya gerakan kebangkitan nasional di seluruh pelosok 

Indonesia.
49
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Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan koperasi tidak 

berjalan baik karena adanya tekanan dan hambatan dari pihak penguasa. 

Pemerintah Belanda khawatir tumbuh kembanng koperasi akan 

berdampak pada gerakan perlawanan rakyat kepada pihak penjajah. Untuk 

mengantisipasi gerakan tersebut dan agar perkembangan koperasi tidak 

semakin meluas, maka pada tahun 1914, pemerintah Belanda 

mengeluarkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Verordening 

op de Cooperative Verenigingen.
50

 

Dalam praktinya, undang-undang ini justru bertentangan dengan 

prinsip koperasi dan corak hidup rakyat Indonesia, serta membatai 

gerakan rakyat untuk berkoperasi sehingga lahirnya undang-undang ini 

mendapat kritikan dan tantangan keras dari kaum nasionalis saat itu. 

Dikarenakan kuatnya pertentangan masyarakat terhadap Verordening op 

de Cooperative Verenigingen, pada tahun 1920, atas desakan tokoh-tokoh 

nasionalis maka pemerintah belanda membentuk panitia koperasi yang 

dipimpin oleh Prof. J. H. Boeke. Tugas panitia koperasi adalah pertama, 

mempelajari apakah bentuk koperasi sesuai dengan kondisi Indonesia atau 

tidak; kedua, mempelajari dan menyiapkan cara-cara mengembangkan 

koperasi jika kopersi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia; dan ketiga, 

menyiapkan undang-undang koperasi yang sesuai dengan kondisi di 

Indonesia.
51
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Berdasarkan kerja panitia yang dipimpin Prof. Boeke ini, 

dihasilkan dua keputusan penting yang ditinjaklanjuti pemerintah 

Belanda, yaitu lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang 

perkoperasian pada tahun 1972 yang diperuntukan khusus bagi golongan 

bumi putra dan dibentuknya jawatan koperasi yang dipimpin Prof. Boeke 

dilingkungan Departemen Dalam Negeri. 

Dengan dikeluarkannya undang-undang baru, maka semangat 

berkoperasi rakyat Indonesia kembali bangkit. Hal ini ditujukan dengan 

munculnya koperasi-koperasi lain, seperti koperasi perikanan, koperasi 

kredit, dan koiperasi kerajinan selain koperasi-koperasi yang sudah 

pernah ada.Setelah jepang mendarat di Indonesia  pada tahun 1942, 

nomenklatur koperasi berubah menjadi syonim cou jumosyo, sedangkan 

kantor daerah diganti menjadi syonim kumiai sodandya. Di jawa, 

dibentuk panitia susunan perekonomian baru (jawa yumin keizei sintaisei 

konsetsu junbi iinkai). Hasil perekonomian baru yang dikemukakan 

secara muluk-muluk, tidak lain adalah kesengsaraan dan kemelaratan 

semata.
52

 

Meskipun penjajahan bangsa Jepang berlangsung kurang lebih tiga 

setengah tahun, tetapi penjajahan tersebut menimbulkan malapetaka yang 

lebih dahsyat daripada penjajahan Belanda sebelumnya. Kekayaan alam 

Indonesia dikuras oleh tentara Jepang. Mereka membeli padi dan bahan 

pangan lain dengan paksaan dan dengan harga yang sudah ditetapkan 
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secara sewenang-wenang. Bagi yang berani menolak, hukuman dan 

siksaan menanti mereka. Pada masa penjajahan jepang, koperasi tidak 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena koperasi dijadikan sebagi 

alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara jepang. Kopersi yang 

ada diubah menjadi kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang 

untuk keperluan perang tentara Jepang.
53

 

Setelah kemerdekaan, diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 

pada 17 Agustus 1945membawa semangat baru bagi rakyat indonesai 

untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi 

rakyat. Semangat baru ini tercermin pada pasal 33 UUD 1945 yang secara 

tegas menyatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat 

Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, gerakan koperasi di seluruh 

Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di 

Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu keputusan kongres tersebut adalah 

ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi Indonesia. 
54

 

Dua tahun ssetelah kongres pertama koperasi, peraturan koperasi 

pada tahun 1933 diubah dengan  Regeling Coorperatieve Verenigingen 

pada tahun 1949. Pada tahun 1953, gerakan koperasi Indonesia 

mengadakan, kongres yang kedua, dengan salah satu keputusannya 

menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 
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B. BMT 

1. Pengertian BMT 

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau 

Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Yang dioprasikan dengan 

bagi hasil, mnumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka 

mengangkat derjat dan maertabat serta membela kepentingan kaum fakir 

miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh 

masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang 

salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.
55 

 

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu ; 

a. Baitul Tamwil (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonomi. 

b. Baitul mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan 

dan amanahnya.
56

 

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
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kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara 

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. selain itu, Baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan 

zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan 

dan amanatnya.
57

 

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua 

fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah 

seperti zakat, Infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai 

institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif 

sebagaimana layaknya bank. pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa 

selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai 

lembaga ekonomi. sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun 

dana dari masyarakat (Anggota BMT) yang memercayakan dananya 

disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anggota 

BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT sedangkan sebagai lembaga 

ekonomi, BMT Berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola 

kegiatan kegiatan perdagangan, industry dan pertanian. 

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut 

ini : 

a. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
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b. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, 

ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional 

serta berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat 

lingkungannya. 

c. Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuanga yang mandiri, sehat dan 

kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa 

sehingga mampu berperan menjadi wakil  pengabdi Allah 

memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia 

pada umumnya. 

d. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan 

masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi 

ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan 

ekonomi riil dan kelembagaanya menuju tatanan perekonomian yang 

makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur 

masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta 

makmur maju berkeadilan berlandaskan syari’ah dan rida Allah SWT.
58

 

e. Fungsi BMT yaitu : 

1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, 

kelompok usaha anggota mu’amalat (pokusma) dan kerjanya. 
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2) mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih 

professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh 

menghadapi tantangan global 

3) menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota 

f. Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu ; 

1) keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip syari’ah dan muamalah islam 

kedalam kehidupan nyata. 

2) keterpaduan dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan 

menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif , adil dan 

berakhlaq mulia. 

3) Kekeluargaan 

4) Kebersamaan 

5) Kemandirian 

6) Profesionalisme 

7) istikamah.
59

 

g. Ciri-ciri umum BMT , yaitu : 

1) Berorientai bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan 

pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan 

lingkungannya. 
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2) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat 

disekitarnya. 

3) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu 

sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat 

itu. 

4) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk 

mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-

dana sosial lainnya bagi kesejahteraan orang banyak serta dapat 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan 

anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi. 

5) Pola hubungan BMT dan anggotanya diatur dengan sistem bagi 

hasil.
60

  

2. Sejarah 

Sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia pada 

tahun 1990 mulai ada prakasa mengenai bank syariah, yang diawali dengan 

Loka karya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 

18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya 

tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyarawah Nasional IV (MUNAS 

IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta.Hasil 

MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan 

rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 

November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
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yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI 

belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. 

Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap aksis ketika terjadi 

krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan 

perhatian dan mengatur secara luas dalam Undang-undang, serta memacu 

segera berdirinya bank-bank syariah lain baik bentuk Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) maupun Widows Syariah untuk bank umum. 

Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu untuk 

membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan 

bawah. Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank 

umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh 

Undang- Undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih 

luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS 

terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelitir orang, yakni para 

pemilik modal.Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan 

masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. 

Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan bank BPRS sama, 

begitu juga dari sisi teknis.
61

 

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan 

syariah alternatif.Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis 

tetapi juga sosial.Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada 

                                                           
61

 Abdul Gofur, Pengantar Ekonomi Syariah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

2017) h.133-134 



 
 

 

 

sebagaian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas 

orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan 

adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk 

menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro.Lembaga ini tidak 

terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi 

membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.Disamping 

itu, lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki 

konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wa 

Tamwil (BMT).  

3. Peran penting BMT 

Hal ini selaras dengan acuan direktorat jendral pembangunan daerah 

DEPDAGRI tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalma 

rangka pembangunan daerah, menjelaskan bahwa BMT bisa berperan 

sebagai organisasi ekonomi yang mampu  berperan mengentaskan 

kemiskinan karena : 

a. BMT dikelola secara profesional sebagai organisasi ekonomi 

b. Pengeola dan pengurusnya dilatih dan dikembangkan secara sistematis 

c. Perkembangannya dipantau dan diarahkan secara jelas dan terencana 

d. BMT ikut serta dalam jaringan nasional dan internasional sehingga 

terlibat dalam arus utama pembangunan 

e. BMT memberikan pembiayaan dan membina uaha kecil dan kecil ke 

bawah bahkan pengusaha pemula agar mampu mengatasi masalah 

ekonomi yang mereka hadapi 



 
 

 

 

f. BMT membina anggotanaya secara sistematis dan terencana agar mampu 

memanfaatkan pengahsilan menuju peningkatan kesejahteraan 

g. BMT berada dan dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa 

berkesinambungan dan mandiri.
62

 

Selanjutnya dalam acuan tersebut juga dijelskan bahwa BMT bisa 

berperan dalam program pengentasan kemiskinan karena : 

a. BMT berada dalam masyarakat dan dekat dengan masyarakat sehingga 

pengelola dan pengurus BMT bisa mengindentifikasi anggota 

masyarakat yang masih miskin secara tepat dan benar. 

b. pengelola dan pengurus BMT mampu melihat peluang dan kesempatan 

usaha yang ada, sehingga bisa mengarahkan anggota yang 

membutuhkan pengembangan usaha agar mampu meningkatkan 

pendapatannya. 

c. BMT mampu mengorganisir masyarakat yang membutuhkan pembinaan 

sebagai keolompok khusus dalam jajaran anggotanya. 

d. BMT mengelola dana yang ditujukan kepada masyarakat miskin secara 

professional sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

e. BMT mampu menggulirkan kembali dana tersebut kepada anggota 

masyarakat lain yang  membutuhkan.
63 

 

4. Prosedur Pendirian 

Sebelum masuk pada langkah-langkah pendiri BMT, ada beberapa hal 

yang perlu untuk diperhatikan yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha 
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BMT. Sebaiknya berlokasi ditempat kegiatan-kegiatan ekonomi para 

anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun 

pengembang usaha atau pengguna dana. selain itu, BMT dalam 

operasionalnya bisa menggunakan masjid atau secretariat pesantren sebagai 

basis kegiatan. 

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui : 

a. Perlu ada pemrakarsa, motivator yang telah mengetahui BMT. 

pemrakarsa mencoba meluaskan jaringan para sahabat dengan 

menjelaskan tentang BMT dan peranannya dalam mengangkat harkat 

dan martabat rakyat. jika dukungan cukup ada, maka perlu berkonsultasi 

dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh, baik yang 

formal maupun yang informal. 

b. Diantara pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT 

dilokasi jamaah masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan 

atau yang lainnya. Jika dalam satu kecamatan terdapat beberapa P3B, 

maka P3B kecamatan menjadi coordinator P3B yang ada. 

c. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 

10.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,- agar BMT memula 

operasi dengan syarat modal itu. modal awal ini dapat berasal dari 

perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda dan sumber lainnya.
64

 

d. P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri (Simpanan pokok Khusus/ 

SPK semacam saham) dari sekitar 20-40 orang dikawasan tersebut untuk 
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mendapatkan dana urunan. untuk kawasan perkotaan mencapai jumlah 

Rp. 20 sampai Rp. 35 Juta. sedangkan untuk kawasan pedesaan SPK 

antara 10-20 juta. masing-masing para pendiri perlu membuat komitmen 

tentang peranan masing-masing. 

e. jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus 

yang ramping (3 orang maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri 

dalam mengarahkan kebijakan BMT. pengurus mewakili para pemilik 

modal BMT. 

f. P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola 

BMT. 

g. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai ; 

1) KSM atau LKM dengan mengirim surat ke PINBUK 

2) Koperasi simpan pinjam (KSP) syari’ah atau Koperasi serba Usaha 

(KSU) unit syari’ah dengan menghubungi kepala kantor atau dinas 

atau badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibu kota 

kabupaten atau kota. 

h. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus 

dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat. 

i. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan  berkas administrasi 

yang diperlukan 

j. melaksanakan bisnis operasi BMT.
65 
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5. Kegiatan usaha BMT 

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan 

usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. 

adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan  dapat 

berupa : 

a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, 

simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, 

selanjutnya BMT memobolisasi dana dengan mengembangkannya 

dalam aneka simpanan sukarela dengan berasaskan akad Mudarabah dari 

anggota berbentuk ; 

1) Simpanan biasa 

2) Simpanan  pendidikan 

3) Simpanan haji 

4) Simpanan umrah 

5) Simpanan qurban 

6) simpanan idul fitri 

7) simpanan walimah 

8) Simpanan akikah 

9) Simpanan perumahan ( pembangunan dan perbaikan) 

10) Simpanan kunjungan wisata 

11) Simpanan Mudarabah berjangka
66
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6. Pengumpulan Dana BMT 

Pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan 

deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terikat atas 

jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, 

yakni: 

a. Simpanan Wadhi’ah 

b. Simpanan Mudharabah 

Sumber dana BMT antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan 

biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kerja sama antar 

institusi.
67

 

7. Penyaluran Dana dan Modal Pendirian BMT 

a. Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk 

pinjaman kepada anggotanya. Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang 

dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis 

akad, yakni: akad tijarah dan akad syirkah. Penggalangan dana BMT 

disalurkan untuk sektor perdagangan, industry rumah tangga, pertanian, 

peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. 

Sedangkan pola angsuran dapat berdasarkan pada angsuran harian, 

mingguan, dua mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo. 

b. BMT didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- atau lebih. 

Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal 

awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- bahkan Rp 
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5.000.000,-Modal awal ini berasal dari satu atau beberapa tokoh 

masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun 

sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 

orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar 

BMT menjadi milik masyarakat setempat. 

6. Badan Hukum BMT dan Prinsip-prinsip dalam BMT 

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau 

koperasi. 

a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat 

keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha 

Kecil). 

b. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Syariah. 

c. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).
68

 

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, 

sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. 

Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman 

dengan BMT, yakni dengan konsep Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, 

Al-Muzara’ah, dan Al-Musaqah. 

b. Sistem Balas Jasa 
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Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam 

pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi 

kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT, dan kemudian 

bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya 

dengan ditambah markup. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain 

berprinsip pada Ba’Al-Murabahah, Ba’As-Salam, Ba’Al-Istishna, dan 

Ba’bitstaman Ajil. 

c. Sistem profit 

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini 

merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan nonkomersial. Nasabah 

cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. 

d. Akad Bersyarikat 

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan 

masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) 

dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/kerugian yang 

disepakati. Konsep yang digunakan yaitu Al-musyarakah dan Al-

Mudharabah.
69

 

e. Produk Pembiayaan 

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi 

hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yakni: 
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Pembiayaan al-Murabahah (MBA), Pembiayaan al-Bai’ Bitsaman Aji 

(BBA), pembiayaan al-Mudharabah (MDA), dan pembiayaan al-

Musyarakah (MSA) 

C. Koperasi Keliling 

1. Pengertian Koperasi Keliling 

Yang dimaksud dengan koperasi keliling adalah presepsi dari 

masyarakat saja, dikarenakan sangat banyak karyawan koperasi yang 

lewat mendatangi kerumah-rumah nasabah yang meminjam. Penyebutan 

nama koperasi keliling ini agar mempermudah masyarakat dalam 

menyebutnya, banyak dari masyarakat tidak mengetahui dari koperasi 

mana di tempat mereka meminjam uang tersebut. koperasi ini memiliki 

nama sesuai dengan perusahaannya masing-masing yang mana suatu 

wadah peminjaman uang untuk membantu usaha menengah ke bawah. 

Dengan tata cara pelaksanaannya yang tersendiri. Di mana mereka 

mempunyai modal yang besar, dengan cara uang tersebut dipinjamkan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. penagihannya dengan cara, 

petugas berkeliling mendatangi kerumah-rumah masyarakat yang 

meminjam dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 30x 

angsuran/dalam jangka waktu 1 bulan dan dengan bunga sebesar 20%.
70

 

Koperasi keliling ini menawarkan dan meminjamkan uang kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana yang mana mereka harus 

mempunyai usaha sebagai jaminan kepada koperasi keliling bahwa 
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mereka mampu menyicil atau membayar tagihan per tiap harinya. 

Biasanya yang menjadi sasaran para koperasi keliling ini adalah UKM 

(usaha menengah kebawah) seperti warung-warung kecil, pedagang 

keliling, pedagang di sekolah dan sebagainya.
71

 

2. Visi, misi dan moto koperasi keliling  

Visi  :  menggerakkan potensi ekonomi masyarakat 

Misi :  a. Menciptakan lapangan kerja 

    b. Membantu pedagang kecil mengeah  

Moto :  melayani sepenuh hati
72
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Desa Riak Siabun 

Desa Riak Siabun adalah salah satu Desa yang termasuk ke dalam 

wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang berdasarkan survei 

terbaru pada tahun 2019/Maret jumlah penduduk Desa Riak Siabun adalah 

2362 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1147 jiwa dan perempuan 1215 jiwa 

yang terdiri dari 6 Dusun.
73

  

Batas-batas wilayah Desa Riak Siabun adalah: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Serai dan Pulau Baai 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Air Periukan 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Bengkulu Tengah 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia 

B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Seluma pada umumnya adalah petani, dan pekerjaan 

lainnya. Daerah ini merupakan penghasil sawit, dan sayuran. Tetapi meskipun 

sebagai penghasil sawit, pemilik perkebunan sawit di Desa ini mayoritasnya 

adalah orang luar Desa, sedangkan warga setempat hanya menjadi pengolah 

lahan sawit.
74

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut: 
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Tabel 3.1 

Jenis mata pencarian/pekerjaan Desa Riak Siabun 

No Pekerjaan / Mata Pencarian Jumlah 

1 Petani 812 

2 Peternak 420 

3 Nelayan 5 

4 Industri 4 

5 PNS 3 

6 TNI/Polri 2 

7 Lainnya 3 

Jumlah 1244 

Sumber: Arsip Desa Riak Siabun 

C. Keadaan Sosial Penduduk dan Pendidikan 

1. Keadaan penduduk 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala Desa Riak Siabun, 

maka jumlah penduduknya yang berdasarkan survei terbaru pada tahun 

2019/Maret jumlah penduduk Desa Riak Siabun adalah 2362 jiwa, yang 

mayoritas penduduknya lebih banyak perempuan yaitu yang terdiri dari 

laki-laki 1147 jiwa dan perempuan 1215 jiwa yang terdiri dari 6 Dusun.
75

 

Utuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Desa Riak Siabun Tahun 2019 

No Nama Dusun P L Jumlah 

1 Dusun I 344 300 644 jiwa 

2  Dusun II 312 280 592 jiwa 

3   Dusun III 224 212 436 jiwa 

4   Dusun IV 151 155 306 jiwa 

5  Dusun V 45 52 97  jiwa 

6   Dusun VI 139 148 287 jiwa 

Jumlah 1215 1147 2362 jiwa 

Sumber: Arsip Desa Riak Siabun 

Tabel 3.3 

Jumlah KK Desa Riak Siabun 

No Nama Dusun Jumlah KK 

1 Dusun I 161 

2 Dusun II 148 

3  Dusun III 128 



 
 

 

 

4  Dusun IV 89 

5 Dusun V 34 

6  Dusun  VI 89 

Jumlah 649 

Sumber: Arsip Desa Riak Siabun 

 

Table 3.4 

Luas Wilayah Desa Riak Siabun 

No Nama Dusun Luas/Wilayah Ha 

1 Dusun I 65 

2 Dusun II 85 

3  Dusun III - 

4  Dusun IV 215 

5 Dusun V 664 

6   Dusun VII - 

Jumlah 1024 

Sumber: Arsip Desa Riak Siabun 

2. Pendidikan  



 
 

 

 

Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 

pertumbuhan jumlah penduduknya dari tahun ke tahun di ikuti pula 

dengan meningkatnya jumlah usia sekolah. Sarana gedung sekolah yang 

ada di Desa Riak Siabun terdapat beberapa SD dan satu gedung SMP. 

Sarjana ataupun diploma di Desa ini masih sangat minim sekali, 

dikarenakan anak-anak yang bersekolah rata-rata paling tinggi hanya 

sampai ke jenjang pendidikan SMA/SMK, lulus SMA/SMK mereka lebih 

memilih bekerja ataupun memilih untuk menikah muda. Pernikahan usia 

dini di Desa ini cukup tinggi.
76

 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 

Jenjang pendidikan Desa Riak Siabun 

No Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 Belum Sekolah 305 

2 SD 1124 

3 SMP 219 

4 SLTA 136 

5 Akademi 3 

6 Sarjana 27 
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Jumlah 1595 

Sumber: Arsip Desa Riak Siabun 

D. Kondisi Sosial Keagamaan 

Dari jumlah penduduk Desa Riak Siabun yang berjumlah 2362 jiwa, 

mayoritasnya adalah ber agama islam, sedangkan lainnya adalah agama 

katolik dan Kristen.  

Tabel 3.6 

Jumlah Sarana Rumah Ibadah Desa Riak Siabun 

No Rumah Ibadah Jumlah 

1 Masjid 4 

2 Mushala 2 

3 Gereja 1 

4 Vihara - 

5 Pura - 

Jumlah 7 

Sumber: Arsip Desa Riak Siabun 

E. Sejarah Masuknya Koperasi Keliling di Desa Riak Siabun Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Seluma. 

Tujuan dari masuknya koperasi keliling ini adalah yang paling utama 

adalah untuk mengembangkan perusahaan koperasinya, dan ingin membantu 

perekonomian di daerah yang dituju. yang mana mereka telah memiliki kantor 

pusat seperti di Palembang, Jakarta dan daerah lain. Kemudian mereka 



 
 

 

 

membuka kantor cabang di wilayah-wilayah lain di Indonesia, dan pada tahun 

2010 mulai memasuki Bengkulu. Membuat kantor cabang di pusat kota dan 

karyawan yang beroperasi disebarkan kewilayah-wilayah seluruh penjuru 

Bengkulu yang meliputi Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, 

Seluma. Dan di daerah Seluma salah satu contohnya adalah Desa Riak 

Siabun.
77

 

Di Desa Riak Siabun yang mana masyarakatnya memiliki beragam 

profesi, seperti pekerjaan petani, buruh tani, pekerja serabutan, pencari lokan, 

pedagang dan sebagainya. Namun sebagian besarnya adalah pedagang 

(pedagang sayuran, warung kecil, pedagang keliling, pedagang di sekolah-

sekolah) hal inilah salah satu yang menyebabkan koperasi keliling beroprasi di 

wilayah Desa Riak Siabun. Yang mana kebutuhan akan bahan pokok yang 

semakin naik, kebutuhan pendidikan, dan usaha  merasa terbantu dengan 

adanya Koperasi ini karena peminjamannya dan persyaratan sangat mudah. 

Sangat berbeda dengan Lembaga keuangan lainya seperti Bank yang melalui 

proses yang panjang. Dengan banyaknya peminat yang meminjam dikoperasi 

keliling maka mendorong koperasi-koperasi lain untuk masuk dan beroprasi di 

wilayah Desa Riak Siabun.
78
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Operasional Koperasi Keliling 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap 

pemahaman tentang Koperasi Keliling masyarakat Desa Riak siabun terdapat 

banyak Koperasi Keliling yang menawarkan peminjaman uang untuk modal 

usaha dengan mekanisme operasional tersendir, diantaranya adalah: 

1. Syarat Peminjaman 

Yang paling utama adalah nasabah memiliki usaha sebagai jaminan 

bahwa nasabah mampu membayar cicilan setiap harinya, untuk 

peminjaman kecil dari Rp. 100.000 sampai Rp. 2.000.000 memberikan 

fotokopi KTP, peminjaman untuk Rp.3.000.000 sampai Rp.5.000.000 

berupa buku nikah atau fotokopi Kartu Keluarga, dan untuk peminjaman 

Rp.5.000.000 ke atas persyaratannya bisa berupa surat tanah atau yang 

sebanding dengan pinjaman tersebut.
79

 

2. Pengembalian Uang Pinjaman 

Pengembalian atau pembayaran uang atas peminjaman yang telah 

dilakukan yaitu ditagih setiap hari dengan cara karyawan mendatangi 

kerumah-rumah para nasabah sebanyak 30 kali angsuran atau selama satu 

bulan. Penyicilannya apabila nasabah benar-benar belum bisa membayar 

dibolehkan untuk izin dahulu, tetapi hanya sesekali saja. Dan apabila 

melewati batas waktu atau terlalu lama baru lunas cicilannya tersebut akan 
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mempengaruhi pertimbangan pihak Koperasi dan terancam tidak bisa 

meminjam lagi
80

 

Contoh sistem pengembalian uang peminjaman 

Yulmi mengatakan ia meminjam di Koperasi Keliling paling rendah 

ialah Rp.500. 000., + Rp. 25.000 (potongan admin ketika pencairan) + Rp. 

25.000 (tabungan nasabah) hanya terima uang sebesar Rp. 450.000. dengan 

cicilan sebesar 20.000 dalam jangka waktu 1 bulan. jadi total dalam 30 hari 

anda membayar pinjaman sebesar Rp. 600. 000.
81

 

Ibu Nabila mengatakan ia meminjam sesuai dengan modal yang ia 

butuhkan. Tetapi yang paling sering ialah meminjam sebesar 1 juta, 

potongan admin ketika pencairan (Rp.50.000) + Rp.50.000 (tabungan 

nasabah) ketika pencairan hanya terima uang sebesar Rp.900.000. dengan 

cicilan sebesar 40.000 dalam jangka waktu 1 bulan. jadi total dalam 30 hari 

anda membayar pinjaman sebesar Rp.1.200.000
82

 

Menurut Adi Saputra, selaku karyawan dari koperasi Sriwijaya 

mengatakan telah bekerja selama 1 tahun, nasabah di Desa Riak Siabun 

saat ini sudah banyak yang meminjam dengannya, pinjaman paling besar 

Rp.5.000.000., dan paling kecil sebesar Rp.250.000.,
83

 

Menurut Miki selaku pemilik koperasi pribadinya yaitu Koperasi Miki 

Sejahtera ada kendala dalam menjalankan koperasi ini yaitu tidak semua 

nasabah mampu membayar setiap harinya terkadang mereka meminta libur 
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mengangsur dikarenakan uang untuk membayar tagihan lagi tidak ada 

akibat jualan mereka kurang laku sehingga tidak balik modal. Dan yang 

peling parah lagi nasabah kabur setelah meminjam uang tersebut 

dikarenakan tidak mampu membayar cicilan perharinya. Penyebabnya bisa 

berupa karena terlalu banyak meminjam uang atau nasabah  tersebut 

meminjam tidak hanya pada satu Koperasi saja
84

  

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Koperasi Keliling 

1. Bunga dan Cicilan 

Vera menuturkan merasa keberatan dengan bunga 20% yang 

ditetapkan pihak koperasi dan bunga termasuk riba dan tidak diperbolehkan 

oleh islam. Tapi terkadang benar-benar butuh modal tidak ada tempat 

meminjam uang, jadi pilihan yang sangat mudah adalah meminjam di 

koperasi keliling. Mengenai cicilan yang mesti dibayar setiap harinya 

beliau merasa keberatan karena usaha yang dijalankan tidak selalu berjalan 

mulus.
85

 

Yusnita mengatakan tidak terlalu keberatan dengan bunga yang 

ditetapkan oleh pihak koperasi, karena menurut beliau itu sah-sah saja 

karena karyawan yang berkeliling itu butuh digaji. Jadi beliau merasa 

sangat terbantu sekali karena bisa mendapatkan modal. Masalah bunga 

tersebut masuk ke dalam riba beliau mengatakan cuek-cuek saja karena 

terkadang benar-benar lagi butuh uang. Sedangkan dengan cicilan mesti 

dibayar setiap hari beliau mengatakan, selama ini lancar-lancar saja dalam 
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membayar cicilan tersebut. Walaupun terkadang izin untuk tidak membayar 

di karenakan ada faktor lain, dan pihak koperasi pun bisa memakluminya 

asal tidak sering atau hanya sesekali saja.
86

 

Sasmita mengatakan dalam hukum islam pinjaman koperasi ini 

termasuk riba. Namun dengan berbagai macam kebutuhan yang mesti di 

penuhi jadi halam haram hantam, dan menurutnya riba di zaman sekarang 

bukan suatu hal yang asing lagi. Itu sudah menjadi hal yang familiar, jadi 

tidak heran jika sekarang orang merasa biasa-biasa saja dengan yang 

namanya riba. Masalah cicilannya beliau mengatakan keberatan atau 

tidaknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun lebih merasa keberatan 

dibanding tidaknya, keuntungannya habis untuk membayar cicilan saja. 

Karena usahanya tidak selalu berjalan mulus atau laris manis, maka pilihan 

satu-satunya adalah izin untuk tidak membayar dulu, dan itupun tidak boleh 

terlalu sering atau cicilannya lama lunas hal tersebut akan mempengaruhi 

pertimbangan pihak Koperasi dan terancam tidak bisa meminjam lagi. 
87

 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tersebut di atas dengan 

melakukan wawancara kepada masyarakat, bahwa koperasi keliling yang 

beroperasi di Desa Riak Siabun masyarakat sangat merasa terbantu dengan 

adanya koperasi tersebut mereka dengan mudah bisa mendapatkan modal 

untuk usaha. Sebagian masyarakat mengatakan ada yang merasa terbebani 

dengan bunga sebesar 20% dan dengan cicilan setiap harinya, ada pula 

yang menganggap bahwa hal tersebut sah-sah saja, ada yang menganggap 
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cuek cuek saja dan menggap riba adalah suatu yang familiar bukan suatu 

hal yang asing lagi. 

Masyarakat yang meminjam mengetahui apa hukum di dalam islam 

besaran bunga di dalam koperasi keliling yaitu tidak diperbolehkan karena 

terdapat unsur riba. Tetapi dikarenakan tidak ada pilihan lain dan 

kebanyakan dari mereka kepepet dikarenakan ada kebutuhan mendesak 

yang harus dipenuhi dan tidak dapat meminjam ketempat lain maka dari itu 

meminjam di koperasi keliling.  

2. Perbedaan Koperasi Keliling Dengan Koperasi Pada Umumnya 

Fezi mengatakan perbedaannya adalah koperasi pada umumnya atau 

koperasi yang dibuat oleh pemerintah itu biasanya yang meminjam orang-

orang pegawai seperti PNS dan sebagainya, sedangkan koperasi keliling itu 

UKM (usaha menengah kebawah).
88

 

Mery mengatakan perbedaannya ialah, koperasi pada umumnya itu 

meminjamkan uang kepada para anggotanya dan memiliki organisasi yang 

telah ditetapkan. Sedangkan koperasi keliling ini siapa saja bisa meminjam 

uang untuk modal usaha asalkan mempunyai usaha sebagai jaminan bahwa 

nasabah mampu membayar cicilan perharinya.
89

 

Nisa mengatakan perbedaannya adalah jika di dalam koperasi pada 

umumnya pembayaran cicilan uangnya pergi ke kantor sedangkan koperasi 
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keliling pemabyaran cicilannya dengan cara didatangi kerumah-rumah 

nasabah yang meminjam.
90

 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa orang di atas, mereka 

mengetahui apa perbedaan antara koperasi keliling dengan koperasi pada 

umumnya atau koperasi yang dibentuk oleh pemerintah. Yaitu letak 

perbedaannya adalah koperasi keliling pembayaran cicilannya dengan cara 

karyawan mendatangi kerumah-rumah para nasabah dan yang meminjam 

siapa saja yang memiliki usaha dan jaminan bisa meminjam uang di 

koperasi keliling. Sedangkan koperasi yang dibentuk oleh pemerintah 

pembayaran cicilannya datang ke kantor dan yang meminjam adalah para 

anggotanya.  

Dan berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai pengembalian 

uang pinjaman dan dengan bunga yang besar yaitu 20% serta dengan di 

tagih setiap hari Koperasi Keliling ini tidak termasuk Koperasi melainkan 

mengatas namakan dirinya sebagai Koperasi. Mengapa demikian, karena 

koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi 

berdasarkan tolong-menolong, kekeluargaan, terdapat struktur dan  

keanggotaannya, terdaftar di lembaga hukum, dan terdapat rapat anggota.  

Di dalam Koperasi Keliling tidak terdapat unsur tersebut hanya saja 

menurut keterangan salah seorang karyawan koperasi Adi Saputra, koperasi 

di tempat ia bekerja terdaftar di lembaga hukum ia mengaku koperasi 

tempat ia bekerja telah terdaftar di lembaga hukum, yaitu  (BADAN 
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USAHA NO. 30/BH/V/DKUM-KOP/II 2009. Dan yang meminjam pun 

tidak termasuk kedalam anggota karena memang koperasi ini tidak 

memiliki struktur dan keanggotaannya. Dan mengatakan bahwa koperasi 

ini adalah koperasi simpan usaha, mengapa demikian karena terdapat 

tabungan disetiap peminjamannya. Dan tabungan tersebut dapat digunakan 

saat nasabah benar-benar tidak dapat membayar dan itu pun harus sudah 

cicilan terakhir, dan saat hari-hari besar seperti hari raya idul fitri tabungan 

tersebut di cairkan.
91

 

3. Alasan Masyarakat Lebih Memilih Meminjam Uang di Koperasi Keliling 

Yunita mengatakan alasannya meminjam uang di  koperasi keliling 

adalah karena persyaratan mudah tidak melalui proses yang panjang seperti 

lembaga-lembaga keuangan lainnya. dan beliau merasa sangat terbantu 

dalam segi modal untuk melanjutkan menjalankan usahanya.
92

 

Menurut ibu Dini mengatakan alasannya meminjam uang di koperasi 

keliling adalah karena kepepet tidak mendapatkan modal dari tempat lain, 

sedangkan beliau harus menjalankan uasahanya demi menyambung hidup 

untuk membantu keuangan di dalam keluarganya. Dan proses dan 

persyaratanya sangat mudah, cara membayar cicilan juga gampang karena 

karyawan koperasi mendatangi kerumah-rumah nasabah yang meminjam.
93

 

Faktor penyebab masyarakat meminjam uang untuk modal atau 

memenuhi kebutuhan mereka pada umumnya hampir sama yaitu di 

karenakan persyaratan yang gampang dan cepat cair, tidak melalui proses 
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yang panjang seperti lembaga keuangan lainnya. di samping itu juga 

dikarenakan tidak ada pilihan lain, kepepet terpaksa meminjam uang ke 

koperasi keliling.  

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang Koperasi Keliling 

di Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten 

Seluma 

Koperasi Keliling merupakan suatu wadah peminjaman uang untuk 

membantu usaha menengah ke bawah. Dalam praktiknya masyarakat memang 

merasa terbantu atau tertolong dengan adanya koperasi keliling ini, dengan 

persyaratan mudah dan cepat cair uang yang diinginkan bisa segera di dapatkan 

tanpa melalui proses yang panjang, tetapi sebagian menganggap biasa-biasa 

saja dan sebagian lagi terdapat rasa terbebani dikarenakan bunga yang besar 

dan harus membayar cicilan atau tagihan setiap harinya.  

Koperasi dapat disamakan dengan BMT  atau Baitul Mal wa tamwil 

karena sama-sama memiliki struktur organisasi dan keanggotaannya, terdapat 

rapat anggota, terdaftar di lembaga hukum, berprinsip membebaskan kaum 

fakir miskin. Dan BMT ini adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan 

prinsip-prinsip syari’ah. Bunga yang ditetapkan pihak koperasi keliling dalam 

meminjamkan uang atau modal kepada masyarakat tidak dibenarkan di dalam 

islam karena mengandung unsur riba, pinjaman berlebih didalam Islam tidak 

diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberlakuan 

riba dalam kehidupan ekonomi dan bisnis hukumnya haram, disebabkan selain 

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, juga pemberlakuan riba jelas 



 
 

 

 

menyalahi ajaran agama samawi. Dengan melakukan pelanggaran terhadap 

agama Allah pasti akan berakibat pada timbulnya kemudharatan, tentu 

disamping adanya sanksi neraka bagi para pelakunya.
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Adapun dalil Al-Qur’an, firman Allah pada (QS. Al-baqarah (2): 275-

276) 

                        

                               

                       

                    

 

Artinya: 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya 

kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan 

menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa”
95

 

 

Firman Allah lagi dalam (QS. Al-baqarah (2): 278-279) 

                            

                          
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              

    

 

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika kamu 

tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu 

tidak menganiaya dan tidak dianiaya” 

 

Firman Allah lagi dalam QS.Ali Imran (3:130) 

 

                         

          

Artinya:  

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. 

 

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar 

ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat 

ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah 

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba 

fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih 

banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 

seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba 

yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum 

terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.. 

 



 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di pembahasan sebelumnya dengan melakukan 

penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tentang 

Koperasi Keliling Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

3. Mekanisme operasional Koperasi Keliling adalah: 

Syarat Peminjamannya yang paling utama adalah nasabah memiliki usaha 

sebagai jaminan bahwa nasabah mampu membayar cicilan setiap harinya, 

untuk peminjaman kecil memberikan fotokopi KTP, peminjaman untuk 

menengah berupa buku nikah atau fotokopi Kartu Keluarga, dan untuk 

peminjaman besar persyaratannya bisa berupa surat tanah atau yang 

sebanding dengan pinjaman. 

Pengembalian atau pembayaran uang atas peminjaman yang telah 

dilakukan yaitu ditagih setiap hari dengan cara karyawan mendatangi 

kerumah-rumah para nasabah sebanyak 30 kali angsuran atau selama satu 

bulan.  

4. Pemahaman masyarakat terhadap koperasi keliling ini adalah, Masalah di 

besaran bunganya masyarakat mengetahui apa hukum bunga tersebut di 

dalam Islam yaitu termasuk ke dalam riba dan dilarang oleh Islam dan 

mereka sebagian besarnya adalah meresa kepepet meminjam uang di 

koperasi keliling, ada juga yang cuek-cuek saja dan menganggapinya 
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adalah suatu hal yang biasa dengan hukum dari bunga tersebut. Perbedaan 

koperasi keliling dengan koperasi yang dibuat oleh pemerintah adalah 

terletak dari segi pembayarannya, nasabah yang meminjam. 

5. Pandangan Hukum Islam terhadap Koperasi Keliling di Desa Riak Siabun 

Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma, bahwa memang terdapat unsur 

tolong-menolong dikarenakan masyarakat merasa terbantu dalam segi 

modal untuk usahanya. Tetapi dalam segi bunga yang besar yaitu 20% 

termasuk kedalam Riba, dan riba tidak di perbolehkan/ di larang di dalam 

islam. Meskipun masyarakat merasa terbantu dalam segi modal tetapi 

masyarakat/nasabah yang meminjam merasa terbebani/keberatan dengan 

bunga sebesar itu dan harus mencicilnya setiap hari. 

B. Saran-saran 

1. Seharusnya masyarakat Desa Riak Siabun meminjam uang kepada instansi 

yang sudah dipercaya contohnya Bank syari’ah yang menggunakan system 

syari’ah atau yang sesuai dengan ajaran islam agar terhindar dari transaksi 

yang mengandung unsur Riba. Dan bagi pihak koperasi keliling sebaiknya 

jangan menetapkan bunga yang begitu besar.  

2. Sebaiknya masyarakat memahami lebih mendalam tentang perbedaan 

koperasi keliling dengan koperasi pada umumnya atau koperasi yang dibuat 

oleh pemerintah. 

3. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya adalah islam hendaklah 

menghindari dari transaksi tersebut karena hukumnya haram dan 



 
 

 

 

melakukan kegiatan muamalah yang mengandung nilai kebaikan dunia dan 

akhirat.  
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